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KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 
KOTA PONTIANAK

NOMOR 339 DPPP/ TAHUN 2017
 T E N T A N G

REVISI KEEMPAT PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK
TAHUN 2015 – 2019
(PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK 
NO 198/DPPK/TAHUN 2017  TENTANG REVISI KETIGA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 – 2019)

KEPALA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 KOTA PONTIANAK,
	Menimbang





	:





	a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan masing-masing; 

	
	
	b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2015-2019, perlu menjabarkan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak ke dalam Indikator Kinerja Utama di lingkup Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak; dan

	
	
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak.

	Mengingat
	:
	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

	
	
	2. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953  tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756 );

	
	
	3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4421);


	
	
	6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 209,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2006 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang    Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana  Pembangunan  Daerah,  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor  127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Instruksi Presiden Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja;
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 129);
37. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 65 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 44);
38. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 19);
39. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 21);
40. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak; dan
41. Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor        Tahun 2017 tentang Pengesahan Revisi Keempat Rencana Strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2015-2019.




MEMUTUSKAN : 


Menetapkan
	KESATU


	:
	Menetapkan Revisi Keempat Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2015-2019.


	KEDUA


	:
	Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan pedoman dan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak untuk :
a. menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja (RENJA)
b. menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
c. menyusun dan menyampaikan dokumen anggaran (RKA/DPA);
d. menyusun dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN);
e. menyusun Laporan Kinerja (LAPKIN);
f. melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan; dan
g. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2015-2019.


	KETIGA


	:
	Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan ini, Sekretaris Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan diberikan tugas untuk :
a. mengkoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak;

b. melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan

c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan.


	KEEMPAT


	:
	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya






Ditetapkan  di  Pontianak
pada tanggal  8 November 2017         

PLT. KEPALA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK,




BINTORO




Tembusan :
1. Walikota Pontianak u.p. Bagian Organisasi Setda Kota Pontianak;
2. Ketua Bappeda Kota Pontianak u.p. Bidang Statistik dan Pelaporan.
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	LAMPIRAN  I

	KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK

	NOMOR         /DPPP/TAHUN  2017

	TENTANG REVISI KEEMPAT PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 
KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 – 2019




TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2019

	NO.
	TUJUAN
	INDIKATOR 
TUJUAN
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR
	RUMUS

	1.
	Meningkatkan Ketahanan Pangan
	Presentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita
:
· Persentase Ketersediaan Energi
· Persentase Ketersediaan Protein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	Meningkatnya Ketahanan Pangan
	Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita :
· Persentase Ketersediaan Energi
· Persentase Ketersediaan Protein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita
Persentase Ketersediaan Energi per Kapita /Hari
+
Persentase Ketersediaan Protein per Kapita /Hari
2
=





Persentase Ketersediaan Energi per Kapita per Hari
Ketersediaan Energi/Kapita/Hari (Kkal)
2.400 Kkal
=
x 100%




Persentase Ketersediaan Protein per Kapita per Hari
Ketersediaan Protein/Kapita/Hari (Gram)
57 Gram
=
x 100%






	
	
	
	
	Presentase Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan
	Nilai Capaian Peningkatan = % AKG  x Bp
Keterangan : 
	AKG = Angka Kecukupan Gizi.
Bp    = Bobot masing-masing kelompok pangan



	2.

 
 
 
	Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Pertanian
	Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha)
· Produktivitas Padi
· Produktivitas Ubi Kayu
· Produktivitas Keladi

	Meningkatnya
Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura
 
 
 
 
 
 
 
 
	Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha)
· Produktivitas Padi
· Produktivitas Ubi Kayu
· Produktivitas Keladi

	Produksi Tahun (n)

Luas Panen Tahun (n)

	
	
	Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)
- Produksi Sawi
- Produksi Bayam
- Produksi Kangkung
- Produksi Pepaya
- Produksi Lidah Buaya (Kg)
	
	Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)
- Produksi Sawi
- Produksi Bayam
- Produksi Kangkung
- Produksi Pepaya
- Produksi Lidah Buaya (Kg)
	Produksi Tahun (n)





	3.
	Meningkatkan Mutu Pangan Asal Hewan
	Ketersediaan Bahan Pangan Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh (ASU) dan Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH) (Kg) 
· Ketersediaan Daging Sapi
· Ketersediaan Daging Ayam
· Ketersediaan Daging Kambing
· Ketersediaan Daging Babi
· Ketersediaan Daging Itik
	Meningkatnya Ketersediaan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASU (Aman Sehat Utuh) dan ASUH (Aman Sehat Utuh & Halal) 
	Ketersediaan Bahan Pangan Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh (ASU) dan Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH) (Kg) 
· Ketersediaan Daging Sapi
· Ketersediaan Daging Ayam
· Ketersediaan Daging Kambing
· Ketersediaan Daging Babi
· Ketersediaan Daging Itik 
	Ketersediaan Bahan Pangan Asal Hewan Tahun (n)



	4.
	Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)

	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
	
Produksi Perikanan Budidaya Tahun (n)

	
	
	Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 
	
	Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 

	Produksi Perikanan Tangkap Tahun (n)




PLT. KEPALA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK,



BINTORO




















	LAMPIRAN  II

	KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 
KOTA PONTIANAK

	NOMOR         /DPPP/TAHUN  2017

	TENTANG REVISI KEEMPAT PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 
KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 – 2019




TABEL TARGET PER TAHUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2019

	NO
	TUJUAN
	INDIKATOR TUJUAN
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR
	Nilai Dasar 2014
	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-

	
	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1.
	Meningkatkan Ketahanan Pangan
	Presentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita:
	Meningkatnya Ketahanan Pangan
	Presentase Ketersediaan energi dan Protein Perkapita
	
88
	
100
	
100
	
100
	
100
	
100

	
	
	a.  Persentase Ketersediaan Energi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	b.  Persentase Ketersediaan Protein  
 
	
	Presentase Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan
	91,9
	90
	92
	94
	96
	98







	2.
	Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Pertanian
	Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha)
	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	-     Produktivitas Padi
	
	-     Produktivitas Padi
	26,41
	24,31
	24,5
	24,7
	24,91
	25,13

	
	
	-     Produktivitas Ubi Kayu
	
	-     Produktivitas Ubi Kayu
	136,24
	201,91
	201,99
	202,08
	202,19
	202,35

	
	
	-     Produktivitas Keladi
	
	-     Produktivitas Keladi
	140
	140
	140,2
	140,5
	140,9
	141,4

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)
	
	Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	- Produksi Sawi
	
	- Produksi Sawi
	997
	696
	696,78
	697,76
	699,23
	701,19

	
	
	- Produksi Bayam
	
	- Produksi Bayam
	572
	406,9
	410,4
	414
	419,04
	424,8

	
	
	- Produksi Kangkung
	
	- Produksi Kangkung
	1.307
	1.189,30
	1.190,28
	1.191,84
	1.194,18
	1.197,30

	
	
	- Produksi Pepaya
	
	- Produksi Pepaya
	4.988
	4.368
	4.369,70
	4.371,55
	4.373,59
	4.375,81

	
	
	- Produksi Lidah Buaya (Kg)
	
	- Produksi Lidah Buaya (Kg)
	12.304,56
	10.071.800
	10.072.440
	10.073.112
	10.073.868
	10.074.708



	3.
	Meningkatkan Mutu Pangan Asal Hewan
	Ketersediaan Bahan Pangan Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh (ASU) dan Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH) (Kg) 
	Meningkatnya Ketersediaan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASU (Aman Sehat Utuh) dan ASUH (Aman Sehat Utuh & Halal) 
	[bookmark: _GoBack]Ketersediaan Bahan Pangan Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh (ASU) dan Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH) (Kg) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	-Ketersediaan Daging Sapi
	
	-Ketersediaan Daging Sapi
	1.177.658
	1.486.646,82
	1.501.513,28
	1.516.528,42
	1.531.693,70
	1.547.010,64

	
	
	-Ketersediaan Daging Ayam
	
	-Ketersediaan Daging Ayam
	5.356.489
	5.210.886,04
	5.262.994,90
	5.315.624,85
	5.368.781,10
	5.422.468,91

	
	
	-Ketersediaan Daging Kambing
	
	-Ketersediaan Daging Kambing
	77.566
	72.075,17
	72.795,92
	73.523,88
	74.259,12
	75.001,71

	
	
	-Ketersediaan Daging Babi
	
	-Ketersediaan Daging Babi
	1.126.390
	867.144,17
	875.815,61
	884.573,76
	893.419,50
	902.353,70

	
	
	-Ketersediaan Daging Itik
	
	-Ketersediaan Daging Itik
	49.819,81
	49.047,43
	49.537,90
	50.033,28
	50.533,61
	51.038,95










	4.
	Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)

	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
	685
	685
	690
	695
	700
	705

	
	
	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)

	
	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
	1.200
	1.220
	1.240
	1.260
	1.280
	1.300
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